
BUPATI
PROVINSI

BOATEMO
GORONTALO

PERATURAN BUPATI BOALEMO
NOMOR 3? TAIIUN 2016

TENTANG

I{EDUDUKAN, SUSUNAII ORGAIIISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KER^,A

DINAS PERI'MAIIAN RAI(YAT, I(AWASAN PEMUIIIMAN, PERIIUBUNGAIY

Menimbang :

DAIT PERTAIAHAN

DENGAN RAIIMAT TT'HAI{ YAI{G MAIIA ESA

BUPATI BOALEMO,

.a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 ayat (3)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, kedudukan,

susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja perangkat

daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang

Kedudukan, susunan organisasi, T\rgas, Fungsi dan Tata

Kerja Dinas Perumahan Ralqyat, Kawasan Pemukiman,

Perhubungan dan Pertanahan.

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi,

KoluSi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-undang Nomor 50 Tahun t999 tentang

Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1,78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);

sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor

1O Tahun 2ooo tentang Perubahan Atas Undang-

Mengingat :



Undang Nomor 5O Tahun L999 tentang Pembentukan

Kabupaien Boaiemo i i,embaran Negara Repubiik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Repubiik in<ionesia i'{omor 3965 i;

undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Fembentukan Provinsi, Goronia,lo (Lembaran }{egara

Republik Indonesia Tahun 2ooo Nomor 258, Tambahan

Lembaran i,{egara Repubiik indonesia i{omor a06oi;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran i{egara Repubiik

Indonesia tahUn 2ol4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran

i,|iegafa Repubiik indonesia i'iomor 5587i sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2Oi5 (Lembaran i,{egara Repubiik incionesia Tahun 2ai5

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

incionesia iriomor 5679i;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 t-entanS

perangkai Daerah (irmbaran i,{egara Repubiik indonesia

Tahun 2016 Nomor L!4, Tambahan kmbaran Negara

Repubiik incionesia i'{omor 5887i ;

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2OL6 tentang

pembentukan cian susunan Perangkai Daerah (Lembaran

DaerahKabupatenBoalemoTahun2OL6NomprS'
Tamirahan Lembaran Daerah Kabupaten BOaiemo Nomor

302). 
i

MEMUTUSI(AN :

il{enetapkan : PERAT.tjRAi.i BUPATI TENTAI'IG KED1JD.jKAN, SUSIJNAI{

oRGANISASI,TUGAS,FUNGSIDANTATAKERJADINAS

FIERUiviAFiAN RAFfr'AT, itAwAs/i,N PERi'v{iiilipiAN'

PERHUBUNGAN DAN PERTANAHAN ..

BAB I

" KETENTITAN 'tiiduM

Pasal 1

Daiam Peraturan Daerah ini yang ciimaksrrci dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Boalemo'

3.

4.

5.

6.

t



2. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan

oieh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwai<iian Rairyat Daerah menurut

asas otonomi dan trrgas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

iuasnya daiam sistem cian prinsip i.iegara Kesaiuan Republik incionesia
:

Tahun 1945. 
i

3. Pemeriniah Daerah aciaiah Bupati sebagai unsur penyeienggara

pemerintahan daerah yang merrrimpin pelaksanaan ufusan

pemerintahan yang menjacii kewenangan daerair oionom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur ,pembantu Bupati dan

Perwakiian Ralryai Daerah cialam penyeienggafaan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah'

Bupati adaiah Bupaii Kabupaten Boaiemo'

Dewan

LrLlsa,n

sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Ihbupaten Boalemo.

Dinas Penamahan Ralqyat, Kawasan Permukiman, Perhubungan, Daft

pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas PerunBahan

Raicyat, Kawasan Permui<iman, Perhubungan Dan Periar[-ahan
a

Kabupaten Boalemo. 
l

Kepala actalah Kepala Dinas Pertrmahan Ralqyat, Kawasan Permu4iman,

perhubungan Dan Pertanahan Kabupaten Bcalenno. ,

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural

BABII : I

KED-dDUKAN, Siisui\iAN ORGANISASI, TUGAS DAi'i FUi\iGsi 
:

Bagian Kesattr

Keciudukan

Dinas ciipimpin oieh Kepata Dinas yang berkedudukan

bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah'

Bagran Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3 :

(ii Susunan Organisasi Dinas, terciiri dari :

a. KePala Dinas 
i

b. Sekretaiat membawahkan : .

1. Sub Bagian Pen3rursunan Prograrn
:

2. Sub Eagian Keuangan 
.

:

:

5.

6.

7.

6.

o

dibawah

t
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(3)

3. Sub Bagian Umum dan KePegawaian

c. Bidang Perumahair Dan Penata-an Eangunan

1. Seksl Sarana Dan Prasarana Perumahan

2. Seksi Penataan Bangunan Dan Lingicungan

d. Bidang Permukiman

i. Seksi Pengembarlgan Kawasan Permukiman

2. Seksi Pengembangan sistem Air Minum Dan Limbah 
.

e. Biciang Perhubungan

1. Seksi Lalu Lintas Angkatan Darat Dan Keselamatan Jalan

2. Seksi Laiu Linias Angicutzrgr Laui, Kepeiabuhanan Dan

Keselamatan PelaYaran

i. Biciang Pertanahan

1. Seksi Inventarisasi Dan Permasalahan Tanah

2. Seksi Pengenciaiian Dan Pemberdayaan Tanah'

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang cian Sekreiariai ciipimpin oieh seorang Kepala Biciang cian

Selrretaris yang berada dan bertanggungiawab kepada Kepala Dinas'

seksi cian sub Bagian ciipimpin oleh seorang Kepaia seksi cian Kepala sub

Bagian yang berada dan bertanggungiawab kepada Kepala Bidang dan

Seicretaris Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional yang mempunyai kompetensi dan

kemarnpu€Ln sesuai biciangnYa.

strukttrr organisasi Dinas sebagaimana tercanhrm dalam laqnpiran

Peraiuran BuPaii ini. 
:

Bagian Ketiga

Tugas

Pasal 4 
,

Dinas rnempunyai tugas rneiaksanakan urusan pemerint'ahan ciaerah yang

menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Boalemo di bidan*. *T*":*
raicyai, kawasan permukiman; perhubungan cian pertanahan berdaqarkan

peraflrran perundang-undangan serta potensi dan karakteristik yang dimiliki'

Bagian KeemPat

Fungsi 
,,

Pasai 5

Dalam melaksar,rakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Dinas

menyeienggarakanfungsi: f

(4)

(s)



D,

penyrapal bahan penunusan, pelaksanaan dan evaluasi kebiiakan teknis

ciibiciang perumahan ral5yat, icawasan,perrnuiciman, perhubungan dan

pertanahan;
penyiapan bahan penJnrsunan rencaIla <lan program <iibi<iang pengeioia.an

dan pelayanall pemmahan rakyat, kaulasan permukiman, perhubUngan

cian perianahan;
penyiapan bahan bimbingan dan Pengendalian teknis terhadap kegiatan

UPTD ciaiam iingkuP iugas ciinas;

Penyrapan bahan birnbingan dan pengendalian teknis pengumpulan dan

pengeioiaan informasi daia perumahan raicyai, kawasan permukiman,

perhubungan dan pertanahan serta meberikan laporan dan penyuluhpn;

Peiaksanaan iugas iain yang ciiberikan oieh Bupati sesuai d'engan iugas

dan fungsinya.

BAB III 
.

FENIJABAftAH .TUGAS DAii FUh[GSi

Baglan Kesatu

KePala Dinas

:

:

Pasal 6 , 
l

Kepala Dinas merupakan pejabat yang diberikan Kewenan**t "l"1Supati
dalam urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, perhubUngan

rian perianahan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)' Kepala

Dinas menYelenggarakan fungsi :

a. Memmuskan kebijaftan teknis, lingfup perencanaan pelayanan

a<iministrasi Cii biciang perumahan ralqrat, kawasan permuihman'

perhubungan dan pertanatran secara terpadu agar sasaran pelaksanaan

sesuai haraPan. 
,

b. Mengkoordinasikan program/kegiatan dan penganggaran lintas sektor'

berciasarh:an tugas rian iungsi agar peiaksanaan efisien cian efektif;

rn unit pelaksana tekhnis berdaqarkan
l

d. Menyelenggarakan ketatausahaan unit berdasarkan aturan yarlg ada

agartemi'nnya administ'rasi perkantoran;:t

c.

d.

e.

(U
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e. Menindaklanjuti program/kegiatan, Administrasi perumahan rplqyat,

kawasan permukirnan, perhubungan dan pertanahan secara ieicnis daiam

lingkup kewenangan agar adarrya kesinambungan program;

f. Mengevaiuasi programikegiatan iintas sekior berriasarkan reflcana

kerja agatr diperoleh data perkembangan dan pertumbuhan blidang

perhubungan cian Pertanahan;

g. Melaporkan hasil program/kegiatanr kepada pimpinan dalam bentuk

cioicumen sebagai iaporan hasii pertanggung jawaban peiaks4naq.n

kegiatan;

h. ideiaksanakan iugas kedinasan yang iain yang ciiperintahkan pimpinan

baik lisa.n maupun tertulis; 
i
:

Baglan Kedua 
,

Sekretaris

Pasal ? , '

(1) Seliretaris rnempunyai tugas memberikan peiayanan aciministratif <ian

teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, uru$an tata rlsaha,

periengkapan rumah tangga dan urusan Ashl- kepada semua unsur cii

lingkungan Dinas.

l2l Daiam melaksanakan il1gas sebagaimana dimaksud pada ay4t (ii
.

sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a. Merencanaican operasionai programl kegiatan cian penganggaran rrleiaiui

b.lviembagi ttrgas program/icegiatan , meiaiui unit kerja b'loang'

berdasarkan t-urgas dan fungsi, untuk pemerataan kerja;

rgram/kegiatan berciasprkan

pedoman unflrk kelancaran pelaksanaan tugas;

ci. Mengatur personii cian peflata usahaan barang cian jasa $esuai

ketentuan yang ada, agar terciptanya suasana kerja yang baik;

e. ivflengevaiuasi perkembangan peiaksanaan ptograrn/kegiatan baik

langsung maupun tidak langsung, melalui bidang/unit organisasi Pntuk

dapaimengetahui<ianmengukuroutputyangdiharapkan;

f. Menghimprm dan melaporkan kegiatar,r bidanglunit berdasarkan 4turan

yang aeia, agar <iiperoieh dokumen perianggung jawaban;

g. Melaksanal<an tugas kedinasan lain y,ang diperintahkan pimpina4 baik

I
iisan maupun tuiisan; . 

I



(1)

Kepala Sub Bagian Pen5rusunaa Program

Pasai I
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas

merencanakan kegiatan, meiaksanakan, membagi tugas cian mengsntroi

urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang menghimpun re+cana

program/kegiatatr, evaiuasi dan iaporan eiari masing*rnasing bfl<iang

Daiam meiaksanakan iugas sebagaimana dimaksuci pada ayat (ii kepaia

sub bagian penyusunalr program menyelenggarakan fungsi :

t?i

c. Menghimputr, meneiaah, menganaiisa, mengkiarifikasi

mendelflrmentasikan Peraturan: Perundang-undangan

berkaiaian ciengan program cian kegiatan Dinas;

cian

yang

d. Merencanakan dan menyelenggarakan penelitian

pengembangan program kerja Dinas;

dalam rangka

Mengkoordinasikan penJrusunan rencana kebutuhan dan peng+daan

barang sesuai Peraiuran Fenrnciang-unciangan yang beriai<u;

Mengkoordinasikan penyusunan Restra-Dinas, Renja-Dinas, KUA-

Dinas, FPAS-Dinas cian PPn'Dinas;:

Mengkoordinasikan penyusunan perencanaan tugas pembantu4n;

e.

f.

o6'

11. penJrusunart bahan Laporan Penyeienggar$'naan

Keterangan

lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan

iviengkoorciinasi

Pemerintah

i.

j.

Daerah (LPPD), LaPoran

Pertanggungiawaban TLKPJ) Bupati, Laporan Kinerja [ntasi

Pemerintah Daerah (LAKIP), indeks kepuasan masyarakat (IKM);

ivien5rusun peiunjuk peiksanaan cian petunjuk teknis;

Memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai

iangkah atau tinciaickan yang ciiambii sesuai bidang tugasnya;

Melaksanakan tugas

tugasn)'a;

l.Mengevaluasidanmenyusunlaporanpelaksanaantugas.

Kepala Sub Bagian Keuangan

Fasai 9

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu menyiapkan

bairanpcllyusunanperumusankebijakant,eknis,pem|rinaan,
t

k.

(1)



dan

(2\

pengkoordinasian penyelenggaraan , tugas secara terpadu

pengeiolaan adminisffasi keuangan.

Dalam melaksanakan hrgas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

kepaia sub bagian keuangan menyelenggarakan iungsi :

Menytrsun rencana kerja kegiatan;

Melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai

keientuan Peraturan Perrrndang-undangan yang beriaicu ;

a.

D.

c. sesuai

d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sitem akur[tansi

perneri*iaitan sesuai Peraturan Per-unciang-unciangan yang berip ku;

Mengkoordinasikan pen5rusunan RI(A -Dinas dan DPA-Dinas ;e.

I.

ot'

h.

i.

j.

k.

(1)

fuieiaksanakan inventa"risasi verifikasi dan peiaporan peiaksqnaan

anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaftrn kepada

keuangia.n atau pen gacimini sirasi keuan gatr ;-
Menlrusun laporan peftanggungiawaban pengelolaan keuangln

se suai keieniuan pefaturan perunciang-unciangan yang beriakU ;

Melaksanakan penatausahan keuangan dan barang tugas
i

pembantuan; . ]
Melaln-rkan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengefolaan

keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembuicuryt'
i inventarisasi, dan hPoran

pertangungjawaban pengeioian aset;

Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai Sidang

tugasnYa;

Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas

Kepata Sub Bagian Umun dan Kepegawalan

. Ilasai iO

Kepala Sub Bagtan Umum dan Kepegawaian mempunyai. 
l:-1:

membantu menyiapkan bahan penJrusunan pefli'musan KepuaKall

teknis, perrrbinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas $ecara

terpariu peiayanan acirninisirasi dan peiaksanaan <iibidang kepegarlvaian'

Daiam meiakasanakan tugas, sebagaimana ciimaksuci pada ayat (i)

kepala sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan funqsi :
\t)

I



D.

Membuat rencana kerja dan urusan rumah tangga serta urusan

kepegawaian, meiaiui iaia kerja organisasi, agar cii peroieirnya ciaftar'

kegiatan dan kebutuhan; '

fuiembagi talgas personii, berdasarkan

perolehnya pemeraatan Pekerj aan ;

iugas dan iungsi, agar di

iviengatur d^an member petunjuk tentaug kepegawaian, berciasprkan

ketentuan yang ada, agar terciptanya disiplin kerja;

iViengurnpui dan rnengoiah ciata kepegawaian meialui Bidan{iunit

agar diperoleh data Yang akurat;

ivfengevaiuasi hasii kerja urusan kepegawaian, berdasarkan tugas

dan fungsi, sehingga diperolehnya daftar prestasi kerja;

Ivieiaporkan hasii kegiatan, berciasarkan rencana kerja, sei]inSSa

adanya dokumen Penilaian;

fuielakukan iugas keciinasan iain yang ciiberiican agasan, baik iisan

mauputl tulisan; 
:

Bidang Perumahan Rakyat Dan Penataan Bangunan

Pasal 11

(1) Kepala Bidang Perumahan Ralryat dan Penataan Bangunan

tugas mel-umuskan kebijakan tei<nis, menyeienggarakau

pelayanan di bidang Perumahan dan penataan bangunan.

Daiam meiaksanakan tugas sebagaimana ciimaksud pada ayat (i) paia

bidang Perumahan Rakyat dan Penataan Bangunan me

iungsi :

a. Merumuskan kebijakan dalam hal penanganan perumahan

perumahan swaciaya cian perumairan ichusus serta

bangunan gedung sesuai ketentrran'

b. Meiaksanakan penyusunarl Data Base perumahan cian

gedung. 
I

Iv{enyusun rencana program, pengenciaiian, monitoring dan

terhadap kebijakan di sektor perumahan dan tata bangunan.

ivienyeienggarakan pembangutran terrrrasuk iahapan

pelaksanaan dan pengawasan serta pemeliharaan sarana/

perumahan cian bangunan gedung'

C.

cl.

e.

tb'

ltl

cl.

e. Melaksanakan -kebijakan dalam hal penyediaan Kawasan

Bangun (KASIBA} cian Lingkungan $iap Bangun (LiSiBAi'

Siap

I



(1)

banguna"n.

h. Merumuskan dan mensosialisasikan nofina, standar, prosedul dan

kriteria di biciang perumahan cian tata bangunan' 
:

i. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan'

I

$eksi Sarana Dan Prasarana Penrmahan

. Pasal 12 I

Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Perumahan mempunyai 
fuSas

penyiapan penyusunan kebijaican cian strategi, perenc{rraan

teknis, evaltrasi dan pelaporan Sarana dan Frasarana Penrmahan'

Daiam meiaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {i) fnti"
seksi sarana dan prasarana perumahan menyelenggarakan fungsi :

a. Menghimpun cian menyajikan data sarana cian prasarafla perump'han

b. Menyusun program dan kegiatan penjabaran kebijakan dalam hdl

penyedieHn, pemeiiharaan dan penghapusan sarana cian pras".1,'*

perumahan

c. Ifeiai<sanakan perencanaan teknis sarana dan prasarana perumfl'han

d. Melaksanakan pembangunan, pengendalian dan pengawasan safana

cian prasarana Pertrmahan. :

e. Melaksanakan administrasi menyarlglut sarana dan prasarana

perumahan. ,

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Seksi Penataan Bangunan Dan Liagkungan

Pasal 13

Kepala Seksi Penataan Bangunan d.an Lingkungan mempunyai

penataan penyusunan kebijakan ] ti*" strategi' pe

teknis, evai.uasi dan pelaporan Penataan Bangunan dan

Dalam merryelenggarakan tugas sebag-aimana ciimaksud pada

kepala seksi penataan bangunan dan lingknrngan men'

fungsi :

(2)

(1)

(2i

a. Menghimpun dan meny4iikan data bangunan gedung dan

ierbanguni ruang terbuka hijau'

gan

{



ob'

b. Menyusun program dan kegiatan penjabaran kebijakan

penyeciiaan, pemeiiiraraan cian penghapusan bangunzur ged

lingkungan.

c. Meiaksanakan perencanaan i.eknis bangunan geciung pemeri

linglmngan buatan/ rrang terbuka hdau.

<i. ivieiaksaRakan pembangunan, pengendalian dan pell

bangunan gedung pemerintah dan lingkungan buatan/ruang

hijau.

e. Menyelenggarakan survey harg4 uP&, alat dan bahart

peiaksanaan jasa konstruksi 'serta menJrusufl harga

bangunan gedung negara (HSBGN)'

Ivienyeienggarakan peiayanan peneiitian ciokumen iekni

Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat Laik F"ungsi (sLF).

ivieiaksanakan administrasi menyangicut bangunan

pemerintah dan lingkungan terbangun'

h. ivieiaksanakan irrgas iain yang diberikan atasan.

Bidang Permukiman

Pasal 14

Kepala Bidang Permukiman mempunyai tugas

teknis, tnenyeienggarakan program dan

Permukiman.

peiayanan di

Daiam meiaksanakan tugas pokok sebagaimana ciimaksud pacia

kepala bidang permukiman menyelenggarakan fungsi :

a. Ivlerumuskan kebijakan dalam hai pengembangan

permukiman, penanganan kawasan kumuh serta

sisiem prenye<iiaan air minum / ait iimbah idrainase iin

persampahan sesuai ketentuan'

b. idelaksanaican penjrusunan Data Base biciang perrnukiman

ruang linglmp kawasan kumuh perkotaan / perdesaan'

peiayanan air minurn, akses sanitasi / air limbah, jaringan

jaringan jalan lingkungan serta calmpan pelayanan

<ian sara.na / prasarana permukiman lainnya'

c. Menyusun rencana program, pengendalian' monitoring dan

terhaciap kebijakan cii sektor permukiman'

d. Menyelenggarakan pembangunan termasuk tahapan

peiaksanaandanpengau/asansertapemeiiharaansarana/
,

kawasin permukiman-

merumuskan(1)

I'zl

hal

cian

untuk

tuan

ijin

r iii

rupa

SE,

pahan



Melaksanakan Ttrgas Pembinaan dan Pengelolaan Teknis di

penanganan kawasan Permukiman-

f. Melaksanakan penyuluhal teknis di bidang penanganan

permuici.man.

Merumuskan dan mensosialisasikan norrna, standar, prosed

kriteria di bidang Permuiciman.

h. melaksanakan tugas dan fungsi lain yang diberikan atasan

S€ksi Pengembangaa Kawasan Perrnuktrnan

Pasal 15

(1)

(2i

Kepala Seksi pengembangan kawasan permukiman mempunyai

penyiapanpenyusunankebijakancianstrat'egi,
teknis, eva}irasi dan pelaporan pengembangan kawasan permuki

Daiam meiaksanakan iugas sebagairnana ciimaksuci pacia ayat ii)

seksi pengembangan kawasan permukimEln menyelenggarakan

a. ivienghirnpun cian menyqlikan data kaqrasan permukiman

luas keuwasan kumuh, kondisi sarana/prasarana di

permuk"iman, sefra cakupan peiayanan infrastrukiur

permukiman.

ivienlrusun program <ian kegiaian penjabaran kebijakan

per^t fanan infrastruktur kawasan permukiman'

ivieiaksa.nakan perencanaan ieknis inirastruktur

cl. Meiaksanakan pembangunan, :pen$enciaiian cian

infrastruktur kawasan permukiman'

e. ft{eiaksanakan aciministrasi menyangkut kawasan

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan'

seksi Peagembangan sistem Peayediean Alr Minum Dan

Pasal 16

Kepala Seksi Pengembangan sistem penyediaan air minum dan

mempunyai tugas penyiapan penJrusunan kebijakan <ian I

perencanaan teknis, evaluasi dan pelaporan Pengembangan

Penyeciiaan Air Minum dan Lim'pah' l

Datam metaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (u

seksi Pengembangan sistem penyediaan air minum <ian

memnyelenggarakan fungsi :

ob'

D.

C.

t1)

(2\

t

dan

tugas

rupa

wasan

wasarl

.II1 lla1

kepala

lmDarr



Menghimpun dan menyajikan data catrmpan

minumi sanitasii iimbah, seria kondisi fisik Barana

minum/ sanitasi/ limbah.

b. idenyusr.rn program cian kegiaian pengembangan sisiem

air minum, sanitasi dan limbah.

Meiaksanakan perencanaan ieknis sistem penyediaan air

sanitasi dan limbah.

ivieiaksanakan pembangunan, pengendaiian clan pe

sarasa/prasarana sistem penyeidaan air minum, sani
,

iimbah.

e. Melakukan koordinasi sinergis dengan sektor lain dalam

penyeiegggaraan urusan penyehatan iingkungan dan permuici

Melaksanakan administrasi menyangkut sarana/

minurn, eanitasi cian iimbail.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan'

Btdang Perhubungen

Pasal 17 
.

Kepala Bidang Perhubungan mempunyai tugas

kewenangan ciinas cii biciang perhubungan yang menyangkut pem

manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan jalan,

pengendaiian cian pengawasan terhadap peiaksanaan

Perhubungan laut

lzi Daiam meiaksanakan fl:gas sebagaimana ciimaksud paria ayat (i)

bidang pertrubungan menyelenggarakan fungsi :

a. penJrusu.nan rencana dan program ker.ja dan kegiatan di

Perhubungan darat dan perhubungan laut;

b. peiaksaflaan pengawasan, pengaturan dan pengenciaiian cii

lalu lintas dan angkutan jaJu';

c.

o.

pembina.an, pengkoorciinasian, pengenciaiian cian penga

program dan kegiatan dalam lingkup bidang Perhubungan Laut;

pelaksanaan evaiuasi program dan kegiatan ciaiam iingkup

Perhubungan Laut;

e. peiakeanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai iugag

dan fungsi.

o.

oD'

(1)

air
;

alr

KOK



Se}3t Lalu Ltntas Aagkutan Darat Dan Keselamatan Jelar
Pasal 18

(1) Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan, Darat Dan Keselamatan

merrrpunyai tugas meiaksanakan perencanaan teknis, pem

pengendalian, fasilitasi penyelengg€raan angkutan darat

Keseiamatan iaian.

(21 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

seksi iaiu iintas angkutan darat dan keselamaian

menyelen ggarakan fungsi

a. menjru$lJn rencana program cian kegiatan seksi Angkutan

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan ieicnis di biciang

darat; 
.

c. pembinaa-n pengusaha angkuian umum;

d. pemantauan dan evaluasi angkutan darat;

e. pengaturan <ian penataan anglcutan darai;

f. pengendalian angkutan darat;

g. pelaksanaan koorciinasi dan man4iemen ialu iirriae,

Keselarnatan jalan;

h. Feiaksanaan rekayasa iaiu iinias dan keseiamatan j*ian;

i. pembinaan dan pengembangan anglmtan tradisional;

j. melakseinakan rsoniioring, evaiuasi ctan peiaporan'

sckstlaluLtntasAngkutanlAut,Kepetrebuhaaan
Dan Keseiamatan PelaYaran

Pasal 19 i

Kepaia seksi Laiu Lintas nngkutan Laut, Kepeiabuhanan

Keselamatan Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan

pengenciaiian, pernbinaan cian pengawasan Laiu Lintas .rrngkutan

Kepelabuhanan dan keselamatan pelayaran'

(2i Daiam meiarksanakan tugas sebagaimana ciimaksuci pacia ayat ii)

seksiL,aluLintasAngkutan['aut,Kepelabuhanandan
Peiayaran rnenyeienggarakan iungsi :

a. menytrdun rencana program dan kegiatan seksi Lalu Lintas

Laui, Kepeiabuhanan dan keseiamaian peiayaran;

b.menyiapkanbahanperumusankebijakantekrrisl"alu
ll.ngkuian Laut, Kepeiabuhanafl rian keseiamaian peiayaran;

(1)

alan

dan

0at}

,

Laui,

tas

{



pembinaan, . 
pengkoordinasian, pengendalian dan

program dan kegiatan daiam iingkup seksi;

pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan dalam lingkerp se

pelaksanaan tugas

dan fungsi

iain yang diberikan pimpinan sesuai tugas

Btdang Pertanahan
Pasat 20

(1) Kepala Bidang Pertanahan mempunyai tugas merumuskan ke

teicnis, menyelenggarakan program dan peiayanan <ii biciang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bidang pertanahan menyeienggarairan iungsi ;

a. pen]rusunan rencana dan, program kerja dan kegiatan

Pertanahan

b. PenSrusunan perencanaan teknis:operasional, fasilitasi

pertanahan dan Penataan wiiaYah,

c. Pengkoordinasian pelayanan izin lokasi pertanahan sesuai d

i<eientuanperaturanperunciang-uncianganyangborlaku,

d.Fasilitasipenyelesaiansengketatanahgarapansesuai
keteniuan peraturarl perunciang-undangan yang beriaku'

e. Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan

untuk pembangunan sesuai ciengan ketentuan perunciang-u

yang berlaku.

f. peiaksanaan tugas iain yang tiiberikan pimpinan sesuai tugas

dan fungsi

Seksi Inventarlsasi Dan Permasalahan Tanah

Pasat 21

Kepala Seksi Inventarisasi Dan Permasalahan Tanah

meiaksanakan inventarisasi tanah, pemerintah

pengadaan tanah serta melakukan penelitian'

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

seksi inventarisasi <ian permasaiahan tanah menyeienggarakan ii

men5nrsunprogramkerjaseksi'Inventarisasidan
?anah uniuk acuan peiaksanaan tugas;

menginventarisir tanah asset Pemerintah Daerah;

c.

d.

{21

(1)

(2\

b.

KOK

mempunyai tugas

cian keb

pengkajian, dan



c.

d.

e.

f.

menginventarisir kebutuhan pengadaan tanah dari satuan kerja

kepentingan.Pembangunan; i

menerima, meneliti dan mengkaji laporan pengaduan sengketa

mengkoordinasikan dan menetapkan :langkah - langkah

penyelesaian sengketa tanah;

metakukan pembentukan tim Pengawasan dan Pengendalian;

(1)

(2t

sckstPengendallanDanPenberdayaanTanah

"rrrd.22
Kepala Seksi Pengendalian Dan Pemberdayaan Tanah mempunyai

melaksanakan Pengendalian dan Pemberdayaall Tanah Pemerintah

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pengendalian Dan Pemberdayaan Tanah menyelenggarakan fungsi :

a. menJrusun program'kerja seksi Pengendalian dan pemberdayaarl

untuk acuan Pelaksanaan trrgas;

memfasilitasi proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah;

melaksanakan pengendalian dan pemberdayaan tanah

kepentingan / fasilitas umum;

memproses penerbitan surat keputusan subyek dan obyek retri

serta ganti kerrrgian;

e. melakasakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

fungsi;

BAB TV

KEIOMFOK JABATAI{ FUI{GSIONAL

Pasal 20

(1) Pada Dinas dapat ditetapkan kelompok

keahlian dan spesilikasi yang dibutuhkan

berlaku;

Jabatan fungsional

sesuai dengan Prosedur

(21 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan

Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

"asal24..

(1) Kelompok Jabatan Ftrngsional terdiri terdiri dari sejumlah tenaga

b.

c.

d.

yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peratrrran Perundang -

tuk

tugas

Seksi

untuk

tanah



(21

(3i

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh

fungsionai eenior yang ciitunjuk cian berada

bertanggungiawab kepada Kepala Dinas;

Jumiah tenaga fungsionai ditentukan 'oerdasarkan

beban kerjar;

(4) Pembinaan terhadap ienaga fungsionai diiakeanaiffin sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan

T.A^?A KEP.JA

Pasal 25 ,

i1) Daiam meiaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

iniegrasi dan sinkronisasi, baik ciaiam iingkungan masing

maupun atar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah

dengan instansi iain ciiiuar Pemerintah Daerah sesuai ciengan

fungsi masing-masing;

t2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi

masing-masing dan bila terjadi penyimpan gar. agar mengambil

iangkah yang diperiukan sesuai riengan Peraturan Ferundang-u

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungiawab

mengkoordinasikan bawahan masing-masing cian memberikan bim

serta pentunjuk-pentunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;

(4) Setiap iaporan yang diterima oieh pimpinan satuan o

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pe

iaporan ie'oih ianjut cian unruk memberikan petunjuk

bawahannYa;

(5i Daiam meiaksanai<an

dibantu oleh satrran

pemberian bimbingan

tugas, setiaP PimPinan satuan

mengadakan raPat berkala'

Kepaia Dinas

pratama.

BABV 
i

JABATAH PEP*AIEGI{A'T DATRAII

Pasal26,

merupakan jabatan eseion iib atau jabatan

organisasi dibawahannya dan dalam

i<epacia bawahan masing-masing,

(1i

seorang

riibawair

kebu

dan

,

ng

serta

cian

wajib



(21

(3)

Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau

aciministrator.

Kepala bidang mempakan jabatan sruktlrral eselon IIIb atau

aciministratol'.

(4) Kepala subbagian dan Kepala seksi pada dinas merupakan

srukturai eseion IVa atau jabatan pengawas'

:

BABV :

KET.ESTT'AT FEHUffiP

Peraiuran Eupati ini muiai beriaku sejak tanggai ciiunclangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera

Bupati ini ciengan penempaiannya daiam Berita Daerah Kabupaten Boaie

Ditetapkan di Tilamuta

&3 )€sEturAe(

Bo/iLEMoy'

Diundangkan di Tilamuta

pacia tanggai 93 
'F'sttY?8F^ 

2Ai6

K4BUPATEN BOALEMO

-Er.r-J

^r-\r_.14.ut t(l IA

SUJARNO ABDUL HAMID

DAirRAii i(AB u PA'i'Ei\i BOALirivrrO TAH'u i\i 20i6 iiioivioR .€Q*i

faonreN LAHAY



E3
5ts
SHo&<14c0x
frz3<ao

a
il,
F
hl
N,
14
rda

Z><=
iio<zo<
RE
a*

A

uazo
<02
5o.<zo<
m<
e-g

z
Fra

z
o
J
0.
rdv

vedoia
EZ:e
fi=fiVilZ
rd<io.*
6arlFdAa6

zz
2z<vc03E>
rd kI
Oo.
Fre*a
It
HS

Zl

E

5
Fl ,A:
():z:
o
o

z
F.<JG<<Z5O
YA
?g>p
OEJ
rd
}4 Z

z
DazZ<<oez
Z?i2k'i

EEa
M
rda

zz
2z<go:)>E
fJn fnOo.

fra
as
H3

z
3e
13+o
E=
il,2rn<o.<
-* r-Y<
3fr
a

z*xt
a*<Faz
E,S
dir<il<>rJ

E#
=<-=
Hfr

z
3E
e7r-{ f4

Ae
a#o/i
FEHE
AA
HHa

z

z
F
M
rd
o.
oz
o
E

z<-zsiil)4u<
2er,
ilHHi-<Z2:i{

i$t
1 -- Fl-Frd

H3g
U)

z<zk<)tM<
2A<J
?fr<2y.?,
=za5<
JO
{r-
6il
\ra <fioa

z
az
D
mp
d
E]
o.
oz
o
E

o
=Hj
o
m
z
T{h
A
EI

il
2
I

2
t
fr
EI
A
2
n
2
o2bnp
g
fr
nA
i
E
xp
E
FI
A
z
a
B
*
ri
).
ts

fr
2

E5il
frfI
o
2
o
a
@

2
o
fr
o
il
DI{I
Dt
F
d

bi'u
E^fr
2
o
t
g
2p
E
D
H
IileL
t'
E
H
Tp

=HA
24a
Bd
u
ri
,rxdc
2d
lraT

=Dfro
A
o42
Ia
{b
Eflx
d.F

tr

f.u
Ha
Haa
E
Jh
2{a
ID{g
Etr
rfo
a
F.a
g
fr
o
2

exE?"B{$d
HR$fHVI0E1, rC ?, -)

Tfl 6BUAi! N ag
Z ft' c6''
E
li

fr
H
A

EgEE


